Topik: Reformasi Peran Hukum Islam di Indonesia

Resensi

Judul . Eklektisisme Hukum Nasional:
Kompetisi Antara Hukum Islam
dan Hukum Umum

Penulis : Dr. A. Qodri Azizy, MA.

Cetakan 1 Pertama, Februari 2002

Penerbit . Gama Media, Yogyakarta

Tebal Buku : XXIV + 260 Halaman 14 x 20 cm

ISBN : 979-9552-17-6

Positivisasi Hukum Islam di Indonesia

enomena kegelisahan intelektual

muncul ketika terjadi dikotomi

tajam antara istilah “Hukum: Islam”
dan “Hukum Umum” yang identik dengan
“hukum positif’. Sehingga menimbulkan
posisi saling berhadapan “hukum Islam ver-
sus hukum umum” atau “hukum Islam ver-
sus hukum positif’. Dikotomi ini semakin
parah ketika kemudian mempunyai wilayah
masing-masing. Anggapan yang ada selama
ini, bahwa “hukum Islam” mempunyai
wilayah bernama Fakultas Syari’ah,
sedangkan “hukum umum” mempunyai
wilayah bernama Fakultas Hukum. Tidak
heran jika hukum umum diidentikkan dengan
hukum Belanda; sementara hukum Islam
atau figih diidentikkan dengan wahyu Allah
yang mutlak dan suci meskipun merupakan
hasil ijtthad fugaha empat belas tahun lalu
dinegara Arab.

Memang disadari ada istilah “"Hukum
Adat” yang juga diajarkan baik di Fakultas
Syari'ah maupun Fakultas Hukum. Namun
hukum adat dimaksud sarat dengan nuansa
politik peninggalan Belanda, sehingga tidak
sama dengan hukum kebiasaan (custom-
ary law) atau hukum yang hidup di
masyarakat (fiving law), meskipun ada pihak
yang berusaha menyamakannya atau

setidaknya memahaminya demikian.

Realitas di atas mengindikasikan,
bahwa selama ini telah terjadi “salah kaprah”
{misleading) dalam memahami hukum Is-
fam, terlebih di saat membandingkan atau
meletakkan posisi yang proporsional antara
hukum Islam atau figh dengan hukum umum.
Padahal menurut A. Qodri Azizy (selan-
jutnya penulis) sistem hukum Indonesia atau
hukum nasional mempunyai perbedaan
yang sangat fundamental dengan sistem
hukum Belanda (Him: Xill).

Setelah masa reformasi, dengan
dilegitimasi oleh GBHN 1999, hukum Islam
mempunyai posisi yang sangat jelas.
Namun perlu ada pemahaman yang tepat
mengenai hukum Islam atau figih yang tidak
selalu identik dengan syari'ah atau wahyu
Allah. Setelah tumbangnya rezim Orde
Baru, secara teoritis kondisi Indonesia
memasuki era demokratisasi, meskipun kini
masih dalam fransisi dan sering tampak
masih dalam batas retorika politik. Namun
nilai-nilai masyarakat termasuk nilai global
akan lebih mempunyai keleluasaan untuk
masuk ke dalam sistem sosial negara In-
donesia. Dalam waktu yang sama nilai-nilai
agama termasuk hukum agama juga
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mempunyai kesempatan lebih luas
dibanding dengan pada masa sebelumnya.
Hal ini mencakup perkembangan pembinaan
hukum nasional. Sebagai konsekuensinya,
perkembangan hukum nasional akan
mencakup tiga elemen sumber hukum yang
mempunyai kedudukan sama dan
seimbang, yaitu hukum Adat (lebih tepatnya
“hukum kebiasaan™), hukum dari barat
(bermula dari hukum Belanda) dan hukum
Islarn.

Dalam rangka menjawab persoalan-
persoalan yang muncul di tengah-tengah
pembinaan hukum nasional, penulis
menghadirkan buku dengan judul
“Eklektisisme Hukum Nasional'. Konsep
yang diberikan penulis amat kontributif
dafam rangka memberikan jalan terwujudnya
hukum nasional yang telah lama dicita-
citakan. Pada bagian prolog buku ini,
Busthanul Arifin mendefinisikan eklek-
tisisme ialah suatu sistem (agama atau
filsafat) yang dibentuk secara kritis memilih
dari berbagai sumber dan doktrin (Him. VIII).
Lebih lanjut penulis buku ini bermaksud
membentuk hukum nasional Indonesia
dengan secara kritis mermilih unsur-unsur
dari doktrin hukum yang memang berlaku
di Indonesia.

Konsep Eklektisisme Hukum
Nasional

Buku yang ditulis A. Qodri Azizy berisi
tiga bagian pembahasan dan satu bagian
kesimpulan. Bagian pertama mendeskripsi-
kan “Hukum Islam:definisi, spesifikasi dan
posisinya dalam llmu Hukum”. Pada bagian
ini penulis membahas secara rinci tentang
definisi Hukum Islam yang sering dijumpai
kerancuan dengan istilah figh yang
merupakan hasil jitihad ulama di satu sisi
dengan konsep syariah Allah yang identik
dengan wahyu yang absolut (HIm:47).

Resensi

Selain memperjelas istilah, esensidan
posisi antara hukum Islam yang identik
dengan figh di satu sisi dan Syari'ah (wahyu
Allah) di sisi lain, penulis secara rinci
membahas figh sebagai iimu hukum Islam
(Isfamic jurisprudence) yang mempunyai
peluang jjtihad datam pembaharuan hukum
Islam, penulis juga memposisikan antara
hukum Islam dan hukum umum {Him: 87).

Bagian kedua menjelaskan “Kedudu-
kan Hukum Islam di Indonesia: Sekilas
Sejarahnya”. Selain dibahas tentang sistem
hukum yang berlaku di Indonesia yaitu, a)
hukum adat yang muncul dari pluralitas jenis
penduduknya, b) hukum Islam yang datang
ke Indonesia bersamaan dengan hadirnya
agama, dan c¢) sistem hukum Belanda atau
sistern hukum barat (Civil law), dalam rangka
mengarah kepada proses eklektisisme,
penulis juga membahas pembinaan hukum
nasional yang meliputi arah dan sasaran
pembangunan hukum nasional. Menurut
penulis (HIm: 129-130), terdapat catatan dari
semua hasil seminar Hukum Nasional baik
di masa Orde Lama, Orde Baru maupun
Orde Reformasibahwa, Pembinaan
hukum nasional mengarah pada pemben-
tukan sebuah hukum nasional yang berupa
kodifikasi dan unifikasi - meskipun tetap
mengakui keberadaan hukum tidak tertulis
- serta mampu menjamin kepastian hukum.

Padabagian ketiga diberi mengelaborasi
“Positivisasi Hukum Islam: Realisasi GBHN
1999” (HIm: 171). Sebenamya bagian ke tiga
merupakan inti dari pembahasan buku ini.
GBHN tahun 1999 merupakan kelanjutan dar
dan sekaligus koreksi terhadap perkem-
bangan sebelumnya, maka arah kebijakan
hukum nasional setelah GBHN 1999 ini
mempunyai spesifikasi yang tidak dapat
didapatkan pada sebelum GBHN 1999.
GBHN ini semakin mempertegas keberadaan
hukum Islam, yang merupakan salah satu
hukum Agama, sebagai salah satu dari tiga
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bahan baku hukum nasional. Bua yang
lainnya adalah hukum Adat dan hukum
Belanda, dalam pengertian dinamis, yakni
hukum negara maju.

Bila dibaca dengan cermat sebetuinya
tema pokok buku ini lebih tepat
“POSITIVISASI HUKUM ISLAM DI INDONE-
SIA”. Apabila penulis konsisten dengan judul
“Eklektisisme Hukum Nasional” adalah
membentuk hukum nasional dengan secara
kritis memilih dari berbagai sumber dan
doktrin hukum yang berlaku di Indonesia,
maka dalam hal ini seharusnya penulis
membahas dan mengkritisi tiga sistem
hukum yang berlaku di Indonesia yaitu
hukum Islarn, hukum adat dan hukum Barat
yang ketiganya mempunyai peluang sama
sebagai bahan baku hukum nasional.
Secara propersional, seharusnya penulis
mengkritisi nilai-nilai atau prinsip-prinsip
hukum yang dapat diambil dari ketiga sistem
hiukum yang hidup di Indonesia. Tetapi buku
ini didominasi oleh pembahasan hukum Is-
lam dan hukum barat yang diakhiri dengan
pengusulan paositivisasi hukum Islam
sebagai salah satu bahan hukum nasional.
Pembahasan tentang hukum adat yang oleh
penulis lebih tepat disebut dengan hukum
kebiasaan (Customary law) atau hukum
yang hidup di masyarakat (fiving faw) hanya
ditampilkan sekilas {HIm: 109, 114, 235,
236).

Pada bagian kesimpulan bukan hanya
mengemukakan alur dan jalur yang tepat
dilalui figih (hukum Islam) dalam jajaran
sumber iimu hukum tetapi mereko-
mendasikan pula alur dan jalur yang dapat
dimasuki oleh hukum barat dan hukum adat
{Customary law dan living law). Sehingga
akan didapatkan eklektisisme hukum
Nasional yang komprehensif. Oleh karena
itu dalam rangka penyempumaan, pada edisi
revisi perlu ditampilkan pembahasan yang
rinci dan proporsional dari ketiga sistem

hukum yang berpeluang sebagai bahan baku
pembentukan hukum Nasional. Dalam
rangka reformasi hukum di Indonesia,
penulis telah menyampaikan konsep
eklektisisme hukum dalam wacana
nasional, walaupun pada cover buku ini
penulis memberi catatan tentang kompetisi
antara hukum islam dan hukum umum. Hal
ini menunjukkan penulis tampaknya
menguasai kedua bidang hukum yaitu
hukum Islam dan hukum Barat (HIm: VIi).

Berbeda dengan kebanyakan penulis
huku tentang hukum Islam yang lain, yang
blasa menggunakan pendekatan deduktif
dan sarat dengan dalil, maka penulis buku
ini lebih banyak menitikberatkan
penggunaan pendekatan deskriptif analitik
dan empirik atau induktif. Selain itu
dilengkapi juga dengan pendekatan
komparatif serta analisis argumentatif.
Dengan beberapa pendekatan tersebut
penulis mengajak kepada para pembaca
agar menjadikan buku ini, sebagai bahan
yang hidup, yang memotivasi untuk
berdiskusi dengan kritis dan argumentatif.

Dalam rangka reformasi hukum di In-
donesia, buku ini penulis menawarkan enam
jalur yang sangat efektif untuk dipertim-
bangkan bagi para praktisi hukum, para
akademisi dan para pembuat undang-undang
ketika menyusun rencana hukum nasional
yang bersifat kodifikatif dan unifikatif:

1. Jalur peraturan perundang-undangan,
figh dapat berperan baik sebagai
hukum materiil {esensi hukum)
ataupun figh dalam konteks etika/
moralitas hukum. Sehingga kitab-kitab
yang membahas figh dapat diposisikan
sebagai recht book di satu sisi, dan
isinya dapat diposisikan sebagai
doktrin atau pendapat ahli hukum.

2. Sumber Kebijakan pelaksanaan
pemerintahan dalam konteks kedisip-
linan administratif, yang berkaitan
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dengan nilai-nilai legislasi.

3. Jalur jurisprudence, figh dapat secara
legal formal dijadikan landasan dan
pertimbangan hakim untuk memberi
pufusan hakim.

4. Sumber bagi penegak hukum, polisi,
jaksa dan pengacara.

5. Sumber ilmu hukum atau filsafat
hukum (jurisprudence atau philosophy
of law).

6. Sumber nilai-nitai budaya masyarakat
dan sekaligus sebagai sumber
kebiasaan (Customary law atau living
faw) (HIm:250-251).

Kehadiran reformasi total di Indonesia
menjadi kesempatan sekaligus tantangan

Resensi

bagi kajian hukum Indonesia. Sehingga
hukum dapat membumi dalam rangka
menjawab persoalan-persoalan kemanu-
siaan. Konsekuensinya adalah peningkatan
kualitas pelaku kajian dan orientasi model
dan pendekatan kajian hukum Islam di
lembaga-lembaga akademik. Oleh karena
itu isi buku ini dapat diterima pembacanya
dengan cermat, kritis dan argumentatif (Him
XVIN). Sebagai suatu bentuk kontribusi anak
bangsa kepada pengembangan wacana
hukum nasional buku ini sangat baik dan
penting untuk dibaca oleh para-akadermisi
dan praktisi di Indonesia, terutama peminat
studi hukum,

Rahmani Timorita Yulianti
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